BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas termasuk bagian dari keberagaman masyarakat dan
merujuk kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik atau
intelektual yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, Penyandang disabilitas di
Indonesia sﬂq kali menghadapi tantangan dun hambatan terhadap layanan
kesehatan, puﬁdjkmm iransportasi serta prll!ﬂhﬂi dalam kehidupan
sosfal dan budaya. Pm disabilitas termlﬂ kedalam kelompok yang
paling rentan. Kelompok rentan merupakan l;maQnE yang sering mendapatkan
diskriminasi dan hak-haknya tidak terpenuhi. Hal Lmbuhu tanpa alisan. karena
penyandang disabilitas sering dianggap sebagni orang caeat Fmg m:nnm
diskniminasi dan banyak dari hoknya yang belum terpenubi. (Frichy, M}.

Wakil Ketus MPR. Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa terdapat tiga isu

phpmﬁng disabilitas yang perlu d.iperhﬂﬁkan uleh pﬂmcrmuh, yakni
pendataan, masalah stigma dan diskriminasi, serta perm: n pendidikan dan
pekerjsan (Intan, 2020). Stigma dan diskriminasi ﬁsj:ﬁ ketika penyandang
disabilitas dipandang  negatif karena kurangnys kesadaran dam pemahaman
masyarakat mengensi dissbilitis. Penyandang dissbilitas didnggap memiliki
keterbatasan dalam beraktifitas dluﬂinnggup kmm dart segi fisik dan
mental, sehingga berdampak ferhadap kﬂh]dlmm ketidaksetaraan dan
kesenjangan sosial. Di sisi hhpmm hj’plyﬂndnng disabilitas juga
dinilai kurang berjalan dengan baik. Banyak dari populasi penvandang disabilitas
yang belum terdata secara keseluruhan. Hal ini tenfunya juga berpengaruh pada

akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan publik lainnya karena jika
persoalan pendatasn saja mereka tidsk tercatat dan tidak mendapatkan dokumen
identitas, maka terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi. serta pembenan akses dan
layanan dori negara yang tidak tersalurkan secara merata kepada seluruh

penyandang disabilitas.



Penyandang disabilitas mengalami hambatan dan  kesulitan  untuk
mendapatkan hak-hak mereka. seperti hak pendidikan vang layak, kesempatan
kerja yang sama dengan individu lain, akses pelayanan kesehatan dan akses
pelayanan lainnyva. Banyak hak-hak penyandang disabilitas yang belum dipenuhi
oleh negara, salah satunya adalah hak pelayanan publik dalam menerima segala
proses pendaftaran kependudukan, dokumen identitas dan pencatatan peristiwa
kependudukan. Komisioner Komnas Disabilitas Bidang Advokasi, Kikin Tarigan
menyampaikan bahwa terdapat. _h;lkmsﬂ]h terpenuhi, namun hanya pada
kantor Kcmeqﬂin ﬂ‘uslnlw w :Kemq;ﬂm};a;n sedangkan lintas
kementerian lain masih menjadi PR. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), mm.ﬁ=mndang disubilitas di Indonesia dan dari ratusan
ibu jiwa yang terdata masih banyak yang belum tereatat oleh negara. (Shabrina.
Em_l. Sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Ne. 23 Tahun 2006 tentang
pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan grﬁ&mwm
penting menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Intansi Pelaksanaan atau
ieminta bantuan orang lsin (Pemerintah R, 2006)

l‘my‘hﬂg disabilitas memiliki posisi. kE‘W!I.JIbﬂn dan hak yang sama
dengan masyarakat lsinnya. Sudsh menjadi tanggung jawsb megara dan
pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan yang adil dan memperhatikan
kebutuhan penyandang disabilitas sebagai upaya puﬁuﬂmgm. penghormatan dan
pemenuhan hﬁ. w Ijﬁam Negeri (Kemendagriy yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan quﬁl {Dukmpi‘!] haqmn aktif dalam hal

pendataan kependudukan, termasuk penvnndmg mas Dalam pemenuhan
hak penvandang disabilitas. w Wm memberikan pelayanan
secara adil dan inklusif terkait pencatatan, pengelolaan dan pemeliharaan data
kependudukan, termasuk pendaftsran penduduk, pembuatan dokumen identitas,
dan pencatatan peristiwa kependudukon meliputi kelahiran, perkawinan dan
kematian. Terdapat kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak-kak penyandang
disabilitas yang dikeluarkan Pemenntah Indonesia. Pasal 19 Undang-Undang No.
& Tahun 20016 mengenai hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas
menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akomodasi yang layak



dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan
pendampingan, penerjemahan serta penyedisan fasilitas yang mudah diakses di
tempat layanan publik. Tidak banys itu sajo, dolam Pasal 22 Undang-Undang No.
% Tohun 2016 juga menjelaskan mengenai hak pendataan. di mana pemyandang
disabilitas akan didata sebagai penduduk disabilitas dalam kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan
mendapatkan kartu identitas sehﬂgm m disahilitas. Peraturan tersebut
dijadikan pcdnmmhqi mm@hmm memenuhi hak-hak dan
memberikan pelayanan publik dalam menmgkatkan administrasi kependudukan
bagi penyandang disabilitas (Pemerintsh R 2016).

‘Supaya partisipasi masyarkat penyandang disabilitas dalam administrasi
kependuduksn dopat meningkat. maka diperfukan metode komunikasi yang
efektif dan inovatif. Komunikasi yang digunakan tidak hanya sebagai sarana
untuk menyampaikan pesan dan informasi mengenai suaty kebijakan saja, tetapi
Jugﬂ-_:ublgﬁ sarana untuk menjalankan kegiatan secarn tem!‘mpnhmtm]ﬂ
sama dengan masyarakal dapat terlaksans. Komunikasi persuasif menjadi metode
Komunikasi yang tepat digunakan dalam meningkatkan parfisipasi masyarakat
penyandang disabilitas. Menurut Joseph A. DeVito, m;&-guuﬂlﬁ untuk
mengubah stauy memperkuat sikap atau keépercayaan audiens; atau untuk mengajak
merekn bertindak sesuai dengan cara tertentu. Persuasi juga dapat dipahami
sebagal upaya untuk mengubah sikap mengounakan ]i&m:l dun fokus pada
karakteristik komunikator dan pendengar (Zain. 2017),

Adanya keterbatasan fisik, mental, sensorik tau intelektual menjadikan
penyandang disabilitas memerlukan W lebih untuk mendapatkan hak-
hok dolam pendatasn. Du]en I]ukcﬂpil Prof. Dr. Zudnu Anf Fakrulloh, 5.H.. M.H
menyampaikan bahwa pendaftaran penduduk berbasiskan sistem pelaporan dird,
namun penduduk penyandang disabilitas masih banyak vang belum melaporkan
karena disabilitas mengalarm kesulitan untuk mendaftarkan din secara langsung
{Annisa & Qonita, 2020). Oleh karena itu, berbagai upava atau inovasi dilakukan
untuk memberikan pelavanan yang memadsi dan mendukung terlaksananya



administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas. Hal imi seperti vang
dilakukan Dinas Dukeapil Kabupaten Sleman yaitu melalui pelayanan Jelita Jiwa.

lelita Jiwa memupakan salsh satu program inovatif -sebagai upaya
meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Dinas Dukeapil
Kabupaten Sleman. Sebagai informasi, Kabupaten Sleman menjadi salah satu
total penvandang disabilitas terbanyak tahun 2022 yaitw  7.929 jiwa
(dinsos jogjaprov.go.id). Untuk memlﬂ:mg hak keterlibatan dan kesetarnan
masyarakat serta ﬁ:hhng ‘dengan sarana h prasarana dalam  proses
administrasi Wﬂ'ﬂkau,; Dinss Dukeapil Kabupaten Sleman menjalankan
pmgrmimnﬂff lulﬂtliw:w&nmk kepndullan 'mduhp isu sosial dan

kemanusiaan, Mﬁmn kepada masysrakat penyandang disabilitas
Mhﬂlﬂl atau tidak melakian perekaman dm kependudukan. Jelita Jiwa
mnﬂlﬁﬁm_kgmudnlmn pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas yang

dilskukan oleh petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Slemon dengan cara jemput
bulmm langsung lokass, baik kecamatan, kapmmwmmm
lain H%lm penyandang disabilitas. Dalam menjalankan pelayanan, petugas
iﬁmbmﬂﬁm kepemilikan dokumen kependudukan dan m:nﬁi‘hn data
kependudukan yang lengkap seperti perckaman Kartu Identitas Anak (KIA), e-
KTP, KK dan dokumen lainnyn.

Tabel 1. iﬂ_lia Pen}'andmgﬂﬁ:ﬂﬂas
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Sumber : Data Kabupaten Sleman, 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman
sebagai lembaga yang berperan penting dalam menguris administrasi dan
pencataton  sipil untuk memberikan  pelayanan  adil dan  inklusif  kepada
masyarakat, termasuk penvandang disabilitas, Sleman merupakan salah satu
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Dagrah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah
persebarin penduduk iuhnwk it 1,282,804 jiwa pada data Tahun 2022 dan
terdiri dari I'J'Eoglﬂﬂnn mﬂ Kapanewor Knlmhm{jugyakaﬂmbpsguldb

- Tahun 2018 ~ 2022 hhm Shmm gl Jumlnh penyandang disabilitas
sekitar 6500-7900 fiwa (datus ingginya jumlah penyandang
disabilitas di Sleman, n‘umhlnt Dma.s Dukeapil menjalankan program Jelita Jiwa.
Program ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah. mm penghargaan vang

diterima yaitu dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI m}mm 2022
dengan jenis penghorgaan yaitu Predikat Zona Hijau Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik Indonesia dengan Nilal 9321 yang di dalamnva fermasuk
pelayanan Jelita Jiwa. Dengan demikian, Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman telah
mﬂﬂldl salah satu instansi yang mencapai nilai m dnlam kepatuhan
pmm publik. Akan tetapi. pelayanan Jelita .Ilwqm nﬁput kendala yaitu
penyandang disabilitas r.e.udg;uug sulit didekati karens rasa takut dan ada juga
yang suka mm Mﬂptlmaln}'a inventarisasi permohonan Jelita
Jiwa duri masyarakat ke Dinas Dukeapil Kabupaten Sleman yang didasari karena
kurangnya pemahaman masyarakist medgenal  pentingnya  administrasi

kependudukan bagi penmw M observasi pra penelitian).
Permasalohan tersebut mEllJa.dJ hambatan karena banyaknys penyandang

disabilitas di Kabupaten Sleman yang belum mempercleh hak administrasi
kependudukan yang sama. Padahal dalam memberikan pelayanan harus secara
adil dan merata sehingga akses pendidikan. akses kesehatan, akses pekerjaan dan
pkses lamnnya dapat diterima oleh penvandanpg disabilitas. Hal ini harus sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen (Permendagn) Pasal 2 No. 19 Tahun
2018 wyang mengatur tentang  peningkatan  kualitas  layanan  administrasi



kependudukan vang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten'Kota, dan peningkatan kualites layanan administrasi tersebut dapat
dilakukan melalui layanan terintergrasi dan jemput bola (Menteri Dalam Negeri,
2018),

Meskipun Jelita Jiwa masth terdopat kendsla seperti penyandang
disabilitas cenderung sulit didekati dan kurang optimalnyas inventarisasi
permohonan pela}rman Jelita Jiwa, ma:gpm isu disabilitas perlu diperhatikan
sehingga perlunya. strateg Icnml.nﬂaﬁ w&hm memberikan pelayanan
agar terlaksananya program inovatif. Hal ini diperfukan supava Dinas Dukcapil
Kabupaten ‘Sleman l‘hplt memenubi hak-hak pcnjmnﬂmg disabilitas terkait
admmiﬂrHI kependuim ﬂhggu datanya :Il;i‘. ﬂhumhn untuk semua
keperluan, seperti pelayanan publik. perencanaan pembangunan, alokasi anggaran.
pembangiinan demokrasi. penegakan hukum serta pencegahan tindak Kriminal.

Berdasorkan permnsaluhan di stas, penelitian ini mengkaji Menm
strul!n;[ kMIkﬂ.ﬂ persuasif Dhinas Dukcapil Kabupaten Sleman dalam
eningkatkon administrasi kependudukan masyarakat penymndang disabilitas
mﬂu]uf mmuf Jelita Jiwa. Penelition ini, pﬂnnﬁg untuk dilakukan
sebagai bentuk dari kepedulian atatt keberpihakan pmﬁlﬂl atal masyarikat
kw penyandang disabilitas supaya hak-hak  lerkait segaln ﬁses dari
pemerintah dapat terlaksana secara merata. Dmmhﬂhﬂ.fokﬁ pmehtum ini
udajnhm hﬂﬂﬁhﬂpﬂwﬂmﬂs Duk : _' aten Sleman melalui
program inovatif Jelita Jiwa dalam meninglcathan administrasi kependudukan hagi
masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

1.2 Kumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang vang telah dipaparkan oleh
peneliti, maka dapat dirumuskan permasslahan yang menjadi inti pokok
pembahasan peneliian adalah bagaimana strategi komunikasi persuasif Dinas
Dukcapil Kasbupaten Sleman melalui program inovatif Jelita Jiwa dalam
meningkatkan administrasi kependudukan masyarakat penyandang disabilitas?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah distas, maka tujuan penelitian vang
dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi
komunikasi persuasif Dinas Dukeapil Kabupaten Sleman melalui program
movatif Jelita Jiwa dalom meningkatkan administrasi kependudukan masyarakat

1) Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya
T —— had g dhii: digabslites
dalam kehidupan bermasyarakat.



1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika pembahssan vang dibagi
L
I. BABI Pendﬂhulum}rangbensllawhehkm.nmusmmuahh.
m;rmnpmelrtun,mﬁar '
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